CUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN GUBERNUR FAPUA BARAT DAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN JUMLAH KEANGGOTAAN
MAJELIS RAKYAT PAPUA PROVINSI PAFUA BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI PAFUA BARAT DAYA,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang MNomor 29 Tohun 2022 tfentang
Pembentukan Provinsl Papua Barat Daya, periu
menetapkan Peraturan CGubermnur Papua Barat Daya
tentang tata cara pembentukan dan jumlah anggota MRP
Provinei Papua Barat Daya;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomoer 145,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234] scbagnimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan EKedua Alas
Undang-Undang Nemeor 12 Tahun 2011 tentang
Permnbentukan Peratumn Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Momor 143, Tambahan Lembaran MNegara republik
Indonesia Nomor 6801};

. Undang-undang Nomaor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Eepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengpanti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
MNomor 6833);

. Undang-Undang Nomor 29 Tehun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2022 Nomor 223,
Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia
Nomor 6831);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 lentang
Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4461)
sebagaimana  lelah  diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004
tentang Majelis Rakyal Papua (Lembaran MNegara
Republik Indenesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tenlang
Kewenangan dan Kelembagaan Peleksanaan Kebijakan
Otonemi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2021 Nomer 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 6730);

9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nemar 2036)
sebapazimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dolnm  Megeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atss Peraturan Menteri Dalam Negen
MNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hubum Daerah [Berita Negara Republik Indenesia
Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN
JUMLAH KEANGGOTAAN MAJELIS RAKYAT PAPUA
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1, Provinsi adalah Provinsi Papua Baral Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

Provinsi Papua Barat Daya,
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b,

10.

11.

Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi
Papun Barat daya.

Muajelis Rakyat Papua Barat Daya yang selanjutnya
disingkat MRP-PBD adaloh representasi  kultural
orang asli Papun, yang memiliki wewenang tertentu
dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua
dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap
adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan
pemantapan kerukunan hidup beragama.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya yang
selanjutnya disingkat DPR-PBED adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya
sebagai badan legielatil Daerah Provinsi Papua Barat
Daya.

Wilayah Pemilihan kabupaten adalah wilayah
penvelenggaraan pemilihan anggota MRP-PED untuk
wakil adat dan wakil perempuan di Provinsi Papua
Baral Daya yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai
Panitin Pemilihan Tingkat Provinsi adalah panitia
penvelenggara pemilihan anggota MRP-PED untuk
wakil agama yang anggotanya terdini atas unsur
pemerintah, unsur akademisi dan unsur masyarakat,
Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten/Kota adalah
panitia penyelenggara pemilihan anggota MEP-PBD
tahap pertama dan tahap kedua untuk wakil adat dan
wakil perempuan yang anggotanya terdiri atas unsur
pemerintah dan unsur masyaralat.

Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP
adalah orang vang berasal dari rumpun ras Melanesia
yang terdiri dari suku-suku ash di Provinsi Papua
dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai
orang asl Papua olch masyarakat Adat Papua.

Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi,
dilembagakan, dan dipertahankan oleh masyarakat
adat setempat secara furun temuaran.
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12, Masynrakat Adat adalah orang asli Papua yang hidup
dalam wilnynh adat dan ferikal serta tunduk kepada
hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang
tinggi diantara para anggotanya.

13. Wakil Adat adalah anggoia MRP-PBD yang berasal
dari dan mewakili Masyarakat Adat.

14, Wakil Agama adalah anggota MRP-PBD yang berasal
dari dan mewakili Masyaralal Agama.

15. Masyarakat Perempuan adalah penduduk yang
berjenis kelamin perempuan di Provinsi.

16. Wakil Perempuan adalah anggota MRP-PED yang
berasal darf dan mewakili Masyarakat Perempuan.

17. Anggota MREP-PBD adalah mercka yang diresmikan
keanggotaannya scbagai anggota MRP-FED dan telah
mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

18. Hari adalah hari kalender.

BAB I
PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN
MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DAYA

Pasal 2
MRP-PBD untuk pertama kalinya dibentuk berdasarkan
Peraturan Cubernur, dan berkedudukan di Tbukota
Provinsl.

Pasal 3
(1} OAP adalah orang yang berasal dari:
a. rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-sulcu
asli di Provinsi Papua Barat Dayn; dan/atau
b, orang yang diterima dan diakui sebagai crang asli
Papua oleh' masyarakat adat Papua di Provinsi
Papua Barat Daya.
(2) OAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
berhak dicalonkan atau mencalonkan dif sebagai
Anggota MRP-PED
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i2) OAP sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak
berhak dicalonkan ntou mencalonkan din scbagai
Anggota MRP-PBD.

Pasal 4
(1) Anggota MRP-PBD beranggotakan OAP yang terdird
atas Wakil Adat, Wakil Perempuan dan Wakil agama.
i2) Jumlah Anggota MRP-PBD scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada perhitungan paling
banyak % [tiga per empat) dari jumlah anggota DFR-

FBD.

(3) Jumlah Anggota DPR-PBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) didasarkan pada:

a. jumlah alokasi kursi daerah pemilihan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pemilihan umum; dan

b. jumlah Angeota DPR-PBD yang diangkat dan unsur
AP,

(4) Komposisi Angeota MRP-PED sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} terdiri dari:

a. wakil adat sebanyak 1/3 {sepertiga) dari jumlah
Angeota MRF,;

b. walil perempuan sebanvak 1/3 (sepertiga) dan
jumlah Anggotla MRP-PBD ; dan

¢. wakil agama sebanyak sebanvak 1/3 [sepertiga)
dan jumlah Anggpota MRP-PBD dengan komposisi
masing-masing wakil agama yang ditetapkan secara
proporsional.

{5) Masa keanggotaan MRP-PBD selama 5 (lima) tahun dan
berakhir bersamaan pada saat anggota MRP-PBD yang
baru mengucapkan sumpah/ janji.

BAB I
PERSYARATAN CALON

Pasal 5
(1) Anggota MRP-PBED adalah worge Negara Republik

Indonesia, yang memenuhi persyaratan schagai
berikut:
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. orang asli Papua;

. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa:

. setin dan tant kepada Pancasila dan mmemiliki
komitmen yang kuat unluk mengamalkannya
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;

. setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar
Hegara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintoh
yang sah;

. ftidak pernah terlibat dalam tindakan makar
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dan
paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat
pendaftaran;

sehat jasmani dan rchani, yang dibuktikan dengan
surat keterangan dolcter pemerintah;

. memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan
masyarakat;

memilikl komitmen yang kuat untulk melindungi
hak-hak orang asli Papua;

tideak menjadi anggota legislatiif dan fatau anggota
partai politils

bagi calon yang berstmtus sebagal anggota MREP-
PBD di provinsi lainnya, wajib berhenti apabila
terpilth;

khusus untuk perwakilan adat dan perwakilan
perempuan  yang berdomisili di  distrik pada
kabupaten/kota paling singkat 10 (sepuluh] tahun
berturut-turut yang dihitung sampai dengan
tanggal pengajuan MRP-FBD;

. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;

. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
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_E.,

kelcuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau lebih;

0. melepaskan  sementara  jabatan  struktural
dan/atau jabatan lainnys sebagai pegawal negeri
sipil, POLRI dan TNI, bila terpilih menjadi Anggota
MRP-PED sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

p. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah
Atas [SMA] atau sederajat untuk walkil adat,
berpendidikan paling rendah Sckolah Menengah
Alas (SMA) atau sederajat untuk Wakil Perempuan
dan berpendidikan paling rendah sarjana strata-1
[S1) atau scderajat untuk wakil agama;

q. untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh
masvarakat adat, dibuktikan dengan surat
rekomendasi dari masyarakat adat yang
bersanglutan;

r. untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi
dari lembaga keagamaan yvang bersangkutan;

5. untuk wakil perempuan harus aktil dan konsisten
memperjuangkan bak-hak masyarakat perempuan,
diterima olehh komunitaz perempuan yang
dibuktikan dengan surat rekomendasi dar
kelompok/organisasi masyarakat perempuan yang
keberadaan orgamisasinya telah terdaftar di
Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan

t. untuk wakil adat, wakil agama, dan wakil
perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan
menjadi Anggota MRP-PBD harus mengundurkan
diri dari jabatan kelembagaan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf ¢, huraf d, huraf e, hural §, huruf g, huraf i,
huruf j, huruf k, huruf 1, huruf m, hurufl n, huruf o,
huruf p, huruf q, hurufl r, dan huruf t, dibuktikan
dengan surat pernyataan dari kelompok organisasi
atau yang bersanglutan.

————

Dipindal dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(3) Bentuk farmulir perayaratan sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) dan aynt (2) ditetopkan dan/ateu disusun
oleh Panitla Pernilihan Tingkat Provinsl,

BAB IV
HAK MEMILIH DAN DIFILIH
Pagal 6

(1) Anggota masyarakat adal, mesyarakat agama, dan
masyarakat perempuan mempunyai hak memilih dan
dipilih.

(2] Untuk dapat melaksanakan hak memilih sebagaimana
dimalkesud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
a. orang asli Papus, yang berdomisili selurang-

kurangnya 1 [satu] tahun di wilayah Provinsi Papua
Barat Daya;

b. berusia paling sedikit 17 tahun atau sudah pernah
menikah;

e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan Pengadilan yang telah berkeluatan hukum
tetap;

d. berdomiisili tetap yang dibuktikan kartu tanda
penduduk dan /atau surat kelerangan domisili; dan

e. mendapat rekomendasi dari kelompok masyarakat
adat dan  kelompok  perempuan  lingkat
Kabupalen/Kola seria lembaga keagamaan tingkat
Provinsl wuntuk pemilihan waldl adat, wakil
perempuan dan wakil agama.

(3) Kelompok masyarakat adat yang bersangkutan harus
alstif memperjuangkan hak-hak masyarakat adat paling
sedikit 3 (tipa) tahun terakhir sebelum ditetepkannya
Peraturan Gubernur ind.

[4) Kelompok masyarakat perempuan yang bersanpghutan
harus aktil memperjuangkan hak-hak mas t
perempuan asli Papua di Provinsi Papua Baral Daya
paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir sebelum
ditetapkannya Peraturan Gubernur ini,
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Pasal 7
Seliap orang asli Papua yang memenuhi syarat
schagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan bertempat
tinggal di wilayah pemilihan dan/atau di wilayah pemilihan
lainnya dalam satu provinsi mempunyai hak untuk dipilib.

BAB V
WILAYAH PEMILIHAN DAN KUOTA
Pasal B

(1) Wilayah pemilihan anggota MEP-PBD uniuk wakil adat
dan wakil perempuan meliputi seluruh
Kabupaten /Kota di Provinsi Papua Barat Daya.

(2) Wilayah pemilihan anggota MRP-PBD untuk wakil adat
dan wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a. pemilihan tahap pertama ditingkat distril; dan
b. pemilihan tahap kedua ditingkat kabupaten/kota.

{3) dalam hal wilayah pemilihan terdapat lebih dari 1 (satu)
kabupaten, dilaksanakan pemilihan tahap ketiga
ditingkat gabungan kabupaten,

(4) Wilayah pemilihan anggota MRP-PBD untuk wakil
agama dilaksanakan di tingkat Provinsi.

Pasal 9

(1) Setiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal B ayat (1} memiliki kuota untuk wakil adat
dan wakil perempuearn.

(2] Jumlah kuota setisp wilayah pemilihan untuk masing-
masing wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan secara proporsional dan/ateu adil, dengan
memperhatikan jumlah penduduk OAP, luas wilayah
dan aksebilitas,

(3) Jumlah kuota setiap wilayah pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] ditetapkan oleh panitia
pemilihan provinsi sesual  ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Posal 10

(1] Kuota masing-masing lembaga keagamaan ditentukan
sccara  proporsional berdasarkan  jumlah  pemeluk
agama di provinsi.

[2) Jumlah kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi
berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pimpinan
lembaga keagamaan di provinsi yang dituangkan dalam
berita acara.

{3) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] tidak tercapal, pemilihan
dilakukan melalui pemungutan suara.

BAB V1
PENYELENGGARA PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan
Pasal 11

{1} Penyelenggara  pemilihan  anggota ~ MRP-PBD
dilaksanakan oleh Panilia Pemilihan dan dibanta oleh
sckretariat.

(2] Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1],
terdiri atas:

a. panitia pemilihan tinghkat provinsi; dan
b. panitia pemilihan tingkat kabupaten (kota.

{3) Panitia Pemilihan tingkat provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayst (2) huruf a berfjumlah 5 (lima)
orang, terdiri dari 2 (dua) orang unsur pemerintah
daerah provinsi, 1 (satu) orang unsur akademisi, dan 2
{dua) orang unsur masyarakat,

(4] Panitia pemilihan tinglkat kabupaten /kota
stbagaimana dimaksud pada ayat (2} hurof b
berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (bga) orang
unsur pemerintah daerah kabupatenkota, dan 2 (dua)
Crang unsur masyarakat.
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Pasal 12

[1) Panitin pemilihan tingkat provinsi schagnimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf o, ditetapkan
dengan Keputugan Gubernur.

{2} Panitia pemilihan tinghkat kabupaten f kola
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat {2) huruf
b, ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat provinsi
setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.

(3} Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dan ayat (2), dibentuk paling lambat 14 [empat belas)
hari setelah Peraturan Gubemur ini ditetapkan.

(4) Panitia Pemilihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2] melaksanakan tugas paling lama 20
(sembilan puluh) hari kerja scjak ditetapkan.

(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat {4)
berakhir masa tugasnya paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah pelantikan anggota MREP-PBL.

Pagal 13
(1) Panitia pemilihan tingkat Provinsi sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2] huruf a,
berkedudukan di ibuketa Provinsi.
(2] Panitia pemilihan tingkat kabupaten /kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat [2) huraf
b, berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.

Pasal 14
{1} Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi bertugas:

a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan anggota
MRP-PBD;

b. mengkoordinasikan,  menyelenggarakan,  dan
mengendalikon  sermua tahapan  pelaksanoan
pemilihan anggota MRP-PBD;

c. menetapkon waktu dan tangeal pelaksanaan
tahapan pemilihan anggeta MRP-PBD;
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1

o meneld don memverilioosl  Tembogn  keagnmann
g, berhinl mnenguniilbonn Dbl colors sk il agga i

i, menellil  dan memverihonl  perayaraian  Beakeal
Anggratn MR PIEY wikdl nggamn;

[, menetaphan  perlmbangan jumish wakil masing
milng g

g menetapkan calon Anggotn MREP-POD dolam daftar
calon letnp wokil ngnma, wakil mdol dan wakil
PErenvInD;

h, menetaplonn calon tetop menjudi calon terpdlib;

{. mengnjukan  doftar urul  calon  tetap  kepada
Oubernur untuk memperoleh penetapan.

J+ mengambil nlih proses pemilihan tahap pertama
yang dilnkukan oleh panilia pemilihan lingkat
kabupaten/kota dan panitia pemilihan gabungan
kabupaten /kola, apabila batas wakiu {ahapan
pemilihan telah terlampaui; dan

k. melnkukan evaluagi dan pelaporan pelaksanaan
pemilithan.

{2] Panitia Pemilihan Tinglkat Kabupaten/Kota bertugas:

f. mersncanakan penyelenggaraan pemilihan anggota
MRP untuk wakil adat, dan wakil perempuan tahap
pertama;

b. mengkoordinasikan, memyelenggarakan dan
mengendalikan tahapan pelaksanaon pemilihan
Anpgota MRP-PED di tingkat kabupaten kota;

¢c. meneliti dan memverifikasi kelompok masyarakat
adat dan organisasi perempuan;

d. meneliti dan memverifikasi persyaratan bakal calon
Anggota MRP-PBD wakil adat, dan wakil
pcrempuan;

e. menetapkan bakal Anggota MRP-PBD wakil adat,
dan wakil perempuan menjadi ealon tetap;

. mengajukan hasil pemilihan calon tetap Anggola
MREP-FBD wikil adat, dan wakil perempuan
kepada panitia pemilihan tingkat provinsi untuk
memperoleh penetapan; dan

Dipindal dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

=14«

E. melakukan evalunsi don pelaporan pelaksanaan
pemilihan.

Pasal 15

(1) Dalam hal botas waktu tahapan seleksi tidak
dizelesailcan dan/atau ada kejadian istimewa lainnya,
panitia pemilihan tingkat provinsi mengambil alih tugas
dan kewenangan panitia scleksi tingkat
kabupatenkota,

{2} Dalam hal panitia pemilihan tingkal provinsi tidak
selegai dalam melaksanakan tahap seleksi sesuai batas
wakiu tahapan danj/atau ada kcjadian istimeowa
lainnya, maka tugasnya dapat diambil alih oleh
Gubernur.

Pasal 16
[1) Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi berwenang:

a. memperlakukan Anpggota MRP-PBD secara adil
dalam pelaksanaan pemilihan;

b. memelihara arsip dan dokumen pemilihan anggota
MEP-PED;

¢, menyampaikan  informasi  kegiatan  kepada
masyvarakat;

d. melakukan koordinasli dan kerjasama dalam
kegiatan pemilihan Anggota MRP-PBD dengan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan
Eabupaten/Kota;

¢. mempertanggungiawabkan penggunaan anggaran
yang diterima dari APBD; dan

[, melaporkan setiap tahapan dan hasil pemilihan
Anggota MEP-PBED kepada Gubernur.

(2) Panitia Pemilihan Tinglat HKabupaten/Kota
berkewajiban:

a. memperlaloikan Anggota MRP-PBD sccara  adil
dalam pelaksanaan pemilihan;

b. memelihara arsip dan dokumen pemilihan Anggota
MRP-PBD;
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c. menyampaikan  informasi  kegintan  kepada
masyarak;

d. melakukan koordinasi dan  kerjasama  dalam
kegintan pemilihan Anggota MRP-PBD  dengan
Badan Kesatuan Bangsn dan Politik
Kabupaten/Kota;

e, mempertanggungjiowablan penggunaan anggaran
vang diterima dari APBD; dan

f. melsporkan setiap tahapan, dan hasil pemilihan
Angpota MREP-PBD kepada Gubernur melalui panitia
pemilihan tingkat provinsi.

Fasal 17

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas panitia
pemilihan dibentuk sckretariat Panitia Pemilihan yang
berasal dari Aparatur Sipil Negara pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan
Kasbupaten /Kota.

{2) Sckretariat panitin pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdin atas:

a. Seloretariat panitia pemilihan tingkat Provinsi; dan
b. Sekretariat panitia pemilihan tingkat
Kabupaten/Kota.

(3) Sckretariat panitia pemilihan tingkat Provinsi
scbagaimana dimaksud pada ayat (2] hural a,
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

{4) Sekretariat panitia pemilihan di tingkat
Kabupaten /Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
huruf b, ditetapkan oleh Gubemur setelah
berkoordinasi dengan Bupatl/Walikota,

(5) Seloetariat sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huraf
a, berjumlah 7 (tujuh) orang, terdir dari, 1 (satu] orang
sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, dan 5 [limal orang
siaf.

(6) Sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} huruf a dan huruf b, berjumlah 3 (lima)
orang, terdiri dari 1 (satu) orang sekretarizs selaku
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pimpinan sekretariat, | (satu] orang bendahara, dan 3
{tiga) crang stal.

(7] Sekretariat panitim pemilihan tingkat provinsi dan
tingkat kabupaten/kota mempunyal tugas
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan  anggaran  serin menghimpun  semua
dokumen proses pemilihan.

(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ([7)
disampaiken olch sekretariat Kabupaten/Hota kepada
selretariat  Provinsi  untuk  diteruskan kepada
Gubernur.,

Bagian Kedua
Panitia Pengawas
Pasal 18

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan
Anggota MRP-PRID dilakukan oleh Panitia Pengawas.
Panitia Pengawas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdin dars:

a. panitia pengawas lingkat provinsi; dan

b. panitia pengawas tingkat kabupaten/kota.

{3) Panitia Pengawas Pemillhan scbagaimana dimeksud
pada avat (1), bejumliah 3 {tiga) orang yang anggotanya
terdiri dari 1 (satu) orang unsur kepolisian, 1 [(sata)
orang unsur kejaksssn dan 1 (satu) orang unsur
masyarakat.

(4} Dalam hal belum terbentuk Kepolisian Daerah
danfatau Kejaksaan Tinggi, panitia pengawas tingkat
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf a,
keanggotasnnya berasal dari Kepolisian Daerah Papua
Barat dan/atau Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

(5] Panitia pengawas pemilihan tingkat provinsi ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

(6] Panitin  pengawas  pemilihan  kabupaten/kota
ditetapkan oleh panitia pengawas pemilihan tingkat
Provinai selelah berkoordinasi dengan
Bupati/Walikota.

2
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Pasal 19

(1) Panitin Pengawas Pemilihan Tingkal Provinsi
berkedudukan di ibukota Provinsi.

(2] Panitin Pengawas Pemilihan Tingkat Kebupaten/Kota
berkedudukan di ibukota Kabupaien /Kota.

(3) Panita Pengawas Pemilihan sebagaimana dimeksud
pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk 3 (tiga] bulan
sebelum pemilihan Anggota MRP-PBD dan berakhir
masa tupasnyva 1 (satu) bulan setelah pelantikan
Anggota MRP-PBD.

Pasal 20

Panitia Pengawas, bertugas:

a. mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. menerima  laporan  pelanggaran  pelaksanaan
pemiliban;

c. menyelesaikan sengketa yang bersifat administrasi
dalam pelaksanaan pemilihan; dan

d. meneruskan temuan yang berindikasi tindak pidana
kepada pihak yang berwenang.

BAR VI
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
Bagian Kesatu

Pengesahan
Pasal 21

(1) Hasil pemilihan Anggota MEP-PBD diusulkan oleh
Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk
memperoleh pengesahan.

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) har kerja
sejak diterima usulan dar Gubernur,

(3) Menteri Dalam Negerl tidak mengesahkan Angguta
MRP-PED yang berdasarkan penelitian ternyata tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5.

(4 Anggota MRP-PBD yang tidak disahkan scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) berhak mengajukan keberatan
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selama 14 (empat belns) har sejok diterimanya surat
penolakan.

{5) Keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
mendapat keputusan Menteri Dalam Negeri paling
lama 14 (cmpal belas) hari sejak diterimanya
pengadunn keberatan dari Anggota MRP-PBD

Bagian Kedua
Pelantilan
Fasal 22

(L) Anggota MRP-PBD dilantik dan diambil sumpah /janji
oleh Menteri Dalam Negeri,

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Anggota
dilaksanakan MEP-PBD di [bukota Provinsi.

(3) Dalam hal terjadi peristiwa tidak diduga, pelantikan
dapat dilakukan di tempat lain.

(4) Tata cara pengambilan sumpah/janji dilaksanakan
scsuai  dengan ketentuan peraturan Perundang-
undangan.

(5) Dalam hal Menteri Dalam Negeri berhalangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam
Negerl dapat mendelegasikan kepada Wakil Menteri
Dalam Negeri.

Pasal 23
Susunan kata-kata sumpah /janji eebagaimana dimaksud
pada Pasal 22 ayat (1) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan|, saya bersumpah / berjanji:
bahwa saya sanggup melaksanakan tugas dan
kewajiban saya selaku Angpgota Majelis Rakyat Papua
Provingi Papua Barat Daya dengan eebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya sanggup memegang teguh Pancasila dan
menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republil
Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
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bahwa saya sanggpup menegakkan kehidupan
demolrasi seria setin dan berbakli kepada Bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.®

BAB VIII
PENGOGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 24

(1) Penggantinn aniar wakiu Anggoin MRP dilakukan
untuk mengisi kekosongan anggota MEP-PBD.

{2) Pengisian kekosongan Anggota MRP-PBD schagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk wakil adat dan wakil
perempunn, dilakukan berdasarkan nomor urut pada
wilayah pemilihan yang sama sebagaimana tercantum
dalam Eeputusan Gubernur tentang Daltar Tunggu
Penggantian Antar wakiu.

{3) Kekosongan Anggota MRP-PBD sebagaimana dimaksud
pada ayat [1) apabila:

a. meningeal dunia;

b. tidak dapat melaksanakan tugas  secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai
Angeota MEP-FBD;

¢, mengajukan permohonan berhenti atas permintaan
sendiri;

d. berdomisili diluar wilayah Provinsi Papua Barat
Draya;

e. melanggar kode etik MEP-PBD;

{ tidak lagi memenuhi syarat-ayarat sebagni Anggota
MRP-FED:

g. melakuian pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam peraturan gubernur ind;

h. melanggar sumpah fjanji Anggota MREP-PBD; dan

i dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan  yang telah memperoleh lelcuatan
hukum tetap.

(4) Dalam hal walkil adat dan wakil perempuan dalam
Keputusan QCubernur tentang Daftar Tunpggu
Penggantian Antar waktu sebagaimana dimaksud pada
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ayat (2] tidak tersedia, diusulkan dari wilayah
pemilihan lainnya dalam 1 (satu) wilayah adat.

(5) Dalam hal wakil adat dan wakil perempuan dalam
Keputusan Gubermur tentang Daflltar Tunggu
Penggantian Antar wakiu scbagaimana dimaksud pada
avat (4) tidak tersedia, diusulkan dan wilayah adat lain
yvang memiliki kedekatan geografis.

(6) Dalam hal wakil agama dalam Keputusan Gubernur
tentang Daftar Tungeu Penggantian Antar wakiu
schagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia,
diusulkan dari lembaga keagamaan Yang
bersanghutan.

Pazal 25
Penggantian antar waktu Anggota MRP-PED diusulkan
gleh Gubermuar kepada Menteri Dalam Negeri untuk
ditetapkan.

Pasal 26
Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Anggota MRP-
PBD pengganti antar waktu dilakukan oleh Ketua/Walkil
Ketua MEP-FBD.

BAB IX
PIMPINAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DAYA
Pasal 27

(1) Pimpinan MRP-PBD merupakan lembaga vang bersifat
kolektif mencerminkan wakil adat, walkil perempuan,
dan wakil agama.

(2) Pimpinan MRP-PBD ssbagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdini dari 1 (satu) crang Ketua dan 2 (dus) orang
Walkil Ketua.

(3] Penetapan dan pelantikan Pimpinan MRP-PBED
dilalkukan oleh Gubernur.

{4) Tata cara pemilihan Fimpinan MEP-PBD diatur dalam
Peraturan Tata Tertibh MRP-PRI,
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BAB X
PENDANAAN

Pagnl 28
Biaya penyelenggaraan pemilihan Anggota MRP-PBD
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Provinsi.

EAB Xl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29
(1) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan
kewajiban, keangpotaan, pimpinan, dan alat
kelengkapan MRP-FBD sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2} Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan
Anggota MREP-PBD sesual dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
Kepala daerah Bersama anggota DPR-PBD hasil pemilihan
umum tabhun 2024 menyusun Peraturan Daerah Provinsi
Papua Barat Dava tentang Tata Cara Pemilihan dan
Jumlah Anggota MRP-PBD periode berikutnya selambat-
lambatnya pada masa sidang kedua sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XlII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

(1) Petunjuk teknis pemilihan Anggota MREFP-PBD
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Provinei sesuai

dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
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'El Bentule surat pernyninan calon, sural pengnjuan bkl
calon, dan semua bentuk surat atau formulir lain yang
diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanann
pemilihan Anggotn MRP-PED, ditetapkan oleh Panitin
Pemilihon Tingkat Provinal.

Pasal 32
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundanghken.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur  ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat

Draya.
Ditetapkan di Sorong
pada tanggal & Marct 2023
Pj. GUBERNUR PAFUA BARAT DAYA,
CAP/TTID
MOHAMMAD MUSA'AD
Diundanghkan di Sorong

pada tanggal 6 Maret 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSL PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
EDMSON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sespai dengan aslinys
PIf Kepalh Biro Hukum,
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